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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2017 ini
dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban tahunan Instansi Pemerintah atas pelaksanaan
perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu
Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah ini menguraikan tentang
perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah beserta capaian indikator
kinerja pada tahun 2017. Capaian indikator kinerja tersebut akan memanifestasikan
keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah juga berfungsi sebagai salah satu bahan evaluasi
dan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah ini tentunya
masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Kritik dan saran
yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun, diharapkan bermanfaat
bagi Sekretaris Daerah dan pihak terkait dalam upaya pengambilan kebijakan untuk
meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah serta penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik (Good Governance) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjamin
kelangsungan penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan efisien.

Bontang,

pj. Sekretaris Daerah

Drs. H. Artahnan, MM
NIP. 195907051985011001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang
petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas
LKIP mengamanatkan setiap instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah tahun 2017
mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016 — 2021 dan Perubahan Perjanjian
Kinerja tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kkinerja,
pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah tahun 2017 merupakan alat
ukur tingkat keberhasilan perjalan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu satu
tahun. Hal ini dilakukan dengan membandingkan Renstra dan perjanjian kinerja
yang telah diperjanjikan.

Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah disajikan
secara singkat sebagai berikut:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 dengan skor target
80,23 dan realisasinya skor 76,13.

2. Meningkatnya Nilai LPPD dengan target nilai ST (Sangat Tinggi) realisasi
ST (Sangat Tinggi) dengan nilai 3,1842 sehingga capaiannya sebesar
100%.

3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai B (Baik)
realisasi B (Baik) dengan nilai 65,00 sehingga capaiannya sebesar 100%.

4. Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah dengan indikator
Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis

dimana targetnya yaitu 100% dengan realisasi 98,11%.

ii



5. Persentase kebijakan perekonomian daerah yang adaptif sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan adapun target peresentase indikator
kinerja 100% dan terealiasi 100%.

6. Persentase sanggahan terhadap jumlah pengadaan barang dan jasa yang
dilelang adapun target peresentase indikator kinerja 100% dan terealiasi
7,7% semakin kecil realisasi sanggahan berarti lebih meningkat indikator

kinerja.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah seperti yang diuraikan diatas
merupakan hasil komitmen dan kerja sama dari seluruh aparatur dan pihak terkait
untuk melaksanakan janji yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja Sekretariat
Daerah.

pj. Sekretaris Daerah

Drs. H. Artahnan, MM
NIP. 195907051985011001
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BAB |
PENDAHULUAN

Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah
merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

Bontang.

Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan
Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Bontang ditunjang dengan
struktur organisasi berdasarkan peraturan daerah Kota Bontang nomor 2
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

sebagaimana pada gambar berikut:

a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Administrasi Pemerintahan
a. Bagian Pemerintahan
b. Bagian Hukum
c. Bagian Organisasi
c. Asisten Administrasi Pembangunan
a. Bagian Layanan Pengadaan
b. Bagian Sosial dan Ekonomi
d. Asisten Administrasi Umum
a. Bagian Tata Usaha
b. Bagian Umum
c. Bagian Humas dan Protokol




STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




C. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah Kota Bontang sampai dengan tanggal 31
Desember 2017 memiliki PNS sebanyak 125 orang dan Non PNS sebanyak
105 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Sumber Daya Manusia

Pangkat/Gol Ruang Jenis Kelamin
Eselon
Staf Non PNS L P
I Il 1] \%
0 5 7 21 89 105 172 55
Pendidikan

Jumlah
Pegawai

S2 S1 D1 D3 | SLTA SLTP SD

17 61 0 22 106 3 18 227

Sumber: Bag. Tata Usaha (Umum&Kepegawaian)

D. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok
Menurut Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2015
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah Membantu kepala daerah
dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian organisasi perangkat
daerah dan lembaga lain di lingkungan pemerintah Kota Bontang.




2. Fungsi

Fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kota
Bontang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bontang
adalah:

a. Perancanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;

b. Pembinaan, pengarahan, perumusan kebijakan, pengoordinasian,
pengendalian dan pengevaluasian terhadap penyelenggaraan
urusan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain dilingkungan
Pemerintah Kota Bontang;

Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
Pelaksanaan tugas lain-lain.

Aspek Strategis Organisasi

Penerapan manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi
pemerintah dan unit organisasi mampu merumuskan dan menetapkan
indikator kinerja yang spesifik dan terukur. Aspek Strategis Sekretariat
Daerah Kota Bontang adalah sebagai OPD yang mempunyai tugas untuk
menyusun kebijakan dan pengkoordinasian organisasi perangkat daerah dan
lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi Organisasi
Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, Sekretariat Daerah tidak lepas

dari permasalah-permasalah yang mempengaruhi kelancaran perjalanan

organisasi. Permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Meningkatkan aparatur Sekretariat Daerah yang profesional, disiplin dan

penuh tanggung jawab;
b. Mewujudkan pelayanan umum masyarakat yang prima dan

penyelenggaraan pemerintahan yang trasnparan dan akuntabel;




c. Meningkatkan sistem infromasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan

Sekretariat Daerah;

d. Mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan yang berpihak kepada rakyat;

e. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan
kegiatan internal Sekretariat Daerah dan kebutuhan masyarakat secara

luas.

Aset Perangkat Daerah

bersama ini kami sajikan secara singkat Aset pada Sekretariat daerah Kota

Adapun pendukung untuk meningkatkan pelayanan yang baik maka

Bontang ;
Tabel 1.2.
Aset Sekretariat Daerah
No Uraian 2017
| ASET TETAP
1 | Tanah 520.938.062.587,00
2 | Peralatan dan Mesin 80.919.066.754,00
3 | Gedung dan Bangunan 191.815.063.779,00
4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.228.140.599,00
5 | Aset Tetap Lainnya 945.427.250,00

Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya

799.845.760.969,00

2.805.393.793,00
5.945.253.500,00

8.750.647.293,00

JUMLAH ASET

808.596.408.262,00
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BAB Il
PERENCANAAN KERJA

Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah yang saat ini dijadikan salah satu
instrumen pertanggung jawaban.

Rencana Strategis yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKIP
Tahun 2017 adalah Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun
2016-2021.

a. Visi
Visi merupakan gambaran masa depan yang akan diraih dalam
waktu telah ditentukan, dalam hal ini diharapkan tujuan yang ingin
dicapai oleh Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dapat dituntaskan di Tahun
2016-2021.

Visi Kota Bontang adalah:

Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan
Industri yang bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia

dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat




b.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Kota Bontang ditetapkan Misi. Misi
merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada
atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar
tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Misi Kota

Bontang adalah sebagai berikut:

Misi Kota Bontang adalah:

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui

peningkatan kualitas SDM

2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City
melalui Kegiatan Pengembangan Perekonomian

Berbasis Sektor Maritim
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Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah

Data Capaian

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Satuan pad:;:r un
Perencanaan 1 2 3 4 5
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Terwujudnya tata kelola 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan | 1.1.Nilai SKM Kota Bontang Skor 71,27 80,23 81,48 82,72 83,97 85,21
pemerintahan yang baik Publik Kota
2. Meningkatnya kinerja pemerintah  |2.1.Nilai akuntabilitas kinerja Nilai B B B B BB BB
daerah
2.2.Nilai LPPD Nilai ST ST ST ST ST ST
3. Meningkatnya harmonisasi 3.1.Presentase target tersusunnya Persen 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
penataan produk hukum daerah produk hukum daerah yang
harmonis
2 |Meningkatnya kualitas ~ |1. Meningkatnya harmonisasi 1.1.Persentase kebijakan Persen 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
administrasi kebijakan perekonomian daerah perekonomian daerah yang adaptif
pembangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
2. Terwujudnya pelayanan administrasi|2.1. Presentase sanggahan terhadap Persen 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

pengadaan barang dan jasa yang
efektif dan efisien

jumlah pengadaan barang dan jasa
yang dilelang




O A

Laporan Ki

nerj

Indikator tujuan

a Instansi Pemerintah Tahun 2017

No Tujuan Sasaran srtategis Indikator Satuan Program Kegiatan
1 | Terwujudnya | 1. Meningkatnya Kualitas|1.1. Nilai SKM Skor Program Survey
tata kelola Pelayanan Publik Kota Kota Bontang Peningkatan Kepuasan
pemerintaha Kualitas Masyarakat
n yang baik Pelayanan
Publik
2. Meningkatnya kinerja |2.1. Nilai Nilai Program Penyusunan
pemerintah daerah akuntabilitas Peningkatan Laporan Kinerja
kinerja Pelayanan Instansi
Administrasi Pemerintah
Pemerintahan | Kota Bontang
2.2. Nilai LPPD Nilai Program Koordinasi
Peningkatan Penyusunan
Pembinaaan Laporan
dan Evaluasi Penyelenggara
Pelaksanaan | an Pemerintah
Pembangunan | Daerah
3. Meningkatnya 3.1. Presentase Persen | Program Penyusunan
harmonisasi penataan target Penataan dan
produk hukum daerah tersusunnya Peratiran Penyempurnaa
produk hukum Perundang- n Produk
daerah yang undangan Hukum Daerah
harmonis
2 |Meningkatnya | 1. Meningkatnya 1.1. Persentase Persen | Program Penyusunan
kualitas harmonisasi kebijakan kebijakan Koordinasi dan evaluasi
administrasi perekonomian daerah perekonomian perumusan kebijakan
pembangunan daerah yang dan perekonomian
adaptif sesuai implementasi | daerah Kota
dengan kebijakan Bontang
peraturan ekonomi
perundang-
undangan
2. Terwujudnya 2.1. Presentase Persen | Program Fasilitasi Unit
pelayanan sanggahan Perencanaan | Layanan
administrasi terhadap Pembangunan | Pengadaan
pengadaan barang jumlah Daerah Kota Bontang
dan jasa yang efektif pengadaan
dan efisien barang dan
jasa yang
dilelang

Indikator Kinerja Utama

sebagai alat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran yang
dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan. Indikator
kinerja utama akan menjadi tolok ukur kinerja Pimpinan OPD dalam kurun
waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah adalah

Sekretariat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai berikut:
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Indikator kinerja utama 2017 -2021

Tabel 2.2

Sasaran Indikator Penjelasar? Sumber Penangg
No . L Alasan (Formulasi ung
Srategis Kinerja . data .
perhitungan jawab
1 [Meningkatnya | Nilai SKM Mengukur Nilai SKM Kota Bagian Bagian
Kualitas Kota Bontang | Tingkat Bontang Organisasi | Organisa
Pelayanan Kepuasan Si
Publik Kota Masyarakat
terhadap
Pelayanan
Publik
2 |Meningkatnya | Nilai LPPD Bahan Nilai LPPD Kota | Bagian Bagian
kinerja Evaluasi Bontang Pemerinta | Pemerint
pemerintah Pemerintah han ahan
daerah Nilai Pusat terhadap | Nilai LKIP Kota Bagian Bagian
Akuntabilitas Kinerja Bontang Organisasi | Organisa
Kinerja Pemerintah si
Daerah
3 |Meningkatnya | Persentase Harmonisasi (jumlah produk Bagian Bagian
harmonisasi | target produk hukum | Hukum yang Hukum Hukum
penataan tersusunnya | yang ditetapkan/Juml
g:ﬁ:ﬁ hukum produk hukum | dihasilkan ah Produk
daerah yang dengan Hukum yang
harmonis peraturan direncanakan)
perundang- x100%
undangan
4 |Meningkatnya | Persentase Harmonisasi (Jumlah Bagian Bagian
harmonisasi | kebijakan kebijakan peraturan sosial dan | sosial
kebijakan | perekonomian | perekonomian | kebijakan ekonimi dan
gz‘reerg?]nomlan daerah yang daerah dengan | perekonomian ekonimi
adaptif sesuai | peraturan yang
dengan perundang ditetapkan/Juml
peraturan undangan ah Peraturan
perundangan- Kebijakan
undangan Perekonomian
yang
direncanakan) x
100%
Terwujudnya | Persentase Transparansi (Jumlah paket Bagian Bagian
pelayqnan ) sanggahan pengadaan yang disanggah | Layanan Layanan
administrasi | terhadap Barang dan /Jumlah Pengadaa | Pengada
pengadaan jumlah Jasa Pengadaan n an
barang dan
jasa yang pengadaan Barang dan
efektif dan barang dan Jasa yang
efesien jasa yang dilelang) x 100%
dilelang
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C.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja yang mencakup sasaran, indikator kinerja dan

target yang ingin dicapai akan menjadi komitmen Sekretaris Daerah

sebagai kepala OPD kepada Pimpinan Daerah. Perjanjian kinerja tahun

2017 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2016
No Sasaran srategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 Menigkatnya kualitas Pelayanan | Nilai SKM Kota Bontang
Publik Kota skor 80,23
2 Meningkatnya Kinerja Nilai LPPD .
Pemerintah Daerah Nilai ST
Nilai Akuntabilitas .
Nilai B
3 Meningkatnya Harmonisasi Persentase Target
Penataan Produk Hukum Daerah | Tersusunnya Produk Hukum Persen 100%
Daerah yang Harmonis
4 Meningkatnya Harmonisasi Persentase Kebijakan
Kebijakan Perekonomian Daerah | Perekonomian Daerah Yang
Adaptif sesuai dengan persen | 100%
peraturan perundang-
undangan
5 Terwujudnya Pelayanan Persentase sanggahan
Administrasi Pengadaan Barang | terhadap jumlah pengadaan Persen 100%
dan Jasa barang dan jasa yang dilelang

11




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Tahun sebelumnya

Setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota

Bontang Tahun 2017, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai hasil evaluasi LKIP sebelumnhya

Tabel.3.1
Hasil Pengukuran Kinerja

No Komponen yang dinilai 2015 — 2016 —

Bobot | Nilai | Bobot | Nilai
a. | Perencanaan Kinerja 30 18,78 30 22,80
b. | Pengukuran Kinerja o5 11251 55 10,94
c. | Pelaporan Kinerja 15 8,89 15 10,15
d. | Evaluasi Kinerja 10 | 3% | 10 | 450
e. | Capaian Kinerja 20 4,13 20 11,90
Nilai Hasil Evaluasi 100 |46,30| 100 | 60,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja C B

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap LKIP
Perangkat Daerah

a. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami
merekomendasikan kepada Sekretariat Daerah Kota Bontang,
sebagai berikut :

12



1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melakukan penyempurnaan terhadap dokumen Renstra agar

menetapkan indikator dan target kinerja sesuai dengan
kriteria SMART

Mendokumentasikan hasil monitoring/ capaian kinerja jangka
menengah dan tindak lanjut hasil monitoring

Segera melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme
pengumpulan data yang memadai (pedoman atau SOP yang
jelas/ telah divaliditas) dan pedoman evaluasi kinerja agar
diperoleh hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang
memadai

Rencana Aksi Kinerja dimanfaatkan untuk pemantauan dan
evaluasi yang telah disusun untuk perbaikan pelaksanaan
program di masa yang akan datang dan didokumentasikan
secara baik

Agar laporan kinerja dapat menyajikan informasi mengenai
kinerja yang diperjanjikan, evaluasi dan analisis penggunaan
sumber daya serta dapat digunakan untuk perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program untuk peningkatan
kinerja

Agar hasil evaluasi dapat menunjukkan perbaikan
pelaksanaan program setiap periode dalam rangka

mengendalikan kinerja

. Adapun hasil rekomendasi atau Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi

Inspektorat terhadap LKIP Perangkat Daerah

Melakukan Perbaikan penyusunan Dokumen Renstra Tahun
2011-2016 dengan menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-
2021
Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan
penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran di Tahun
2017
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Sekretariat Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

3. Melakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Tahun 2016 dengan kriteria SMART

4. Sekretariat Daerah telah menyusun mekanisme pengumpulan
data yang memadai (pedoman atau SOP) dan pedoman
evaluasi kinerja (bukti terlampir)

5. Melakukan perbaikan penyajian pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah dengan mengacu/berpedoman pada
Format Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2016 yang tertuang dalam Surat Sekretariat Daerah
Nomor 060/002/0rg.2 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2016, PK Perubahan Tahun 2016
serta IKU Tahun 2016 Tanggal 3 Januari 2017.

6. Menyusun Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2016

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017
dilakukan dengan membandingkan target yang ditetapkan dalam perjanjian
Kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai selama Tahun 2017. Adapun

Pengukuran Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja keseluruhan Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas
dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan
informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau
tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Tahun 2017 ini yang
merupakan tahun kedua Rencana Strategis 2016-2021, Sekretariat
Daerah Kota Bontang secara bertahap dan konsisten telah berupaya
untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 5 sasaran strategis dan
6 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun

Penetapan Kinerja Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Bontang.

14



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 5 (lima)

sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bontang pada Tahun 2017

tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2017
No Sasaran Indikator Satuan .I-.r:':g:; Triwula Target Realisa | Prenetase
srtategis Kinerja n n si capaian
1 | Menigkatnya Nilai SKM Kota Twl
kualitas Bontang Tw ll
Pelayanan skor | 8023 -
Publik Kota Tw IV 80,23 76,13 94,88
2 | Meningkatnya Nilai LPPD Twl 70%
Kinerja .- Tw i -
Pemerintah Nilai ST Twll 30%
Daerah Tw IV - ST 100
Twl 70%
Nilai - Twll -
Akuntabiltas Nilai B [wil_ | 30%
Tw IV - ST 100
3 Meningkatnya Persentase Twl 15
Y Target Twll 12
Harmonisasi Tersusunnya Twil 10
Penataan Persen 100
Produk Hukum Produk Hukum
Daerah Daerah yang Tw IV 15 98,11 98,11
Harmonis
4 | Meningkatnya Persentase Twl
Harmonisasi Kebijakan Tw i
Kebijakan Perekonomian Twll
Perekonomian | Daerah Yang 100
Daerah Adaptif sesuai Persen
SZ?agtﬂ?an Tw IV 100 100 100
perundang-
undangan
5 | Terwujudnya Persentase Twl 1
Pelayanan sanggahan Tw i 3
Administrasi terhadap jumlah ersen 100 Tw lll 2
Pengadaan pengadaan P
Barang dan barang dan jasa Tw IV 6 7,7
Jasa yang dilelang
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2. Analisis Capaian Kinerja

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK KOTA.

Sasaran |

Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota” ini
diukur melalui satu indikator kinerja yaitu Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat, dilaksanakan melalui satu program yaitu Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Perbandingan antara target dalam perjanjian kinerja dan

realisasi kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.3
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

No Indikator Kinerja Satuan | Target Realisasi P(érsen_tase
apaian
1 Nilai SKM Kota Bontang skor 80,23 76,13 94,88

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa nilai SKM Tahun 2017 yang
ditetapkan di tahun 2017 adalah dengan target 80,23 dan Realisasi
76,13 yang terdiri dari 34 instansi pemerintah yang ada di Kota
Bontang terdiri 8 (delapan) dinas dan badan, 3 (tiga) Kecamatan, 15
(lima belas) Kelurahan 1 (satu) Rumah Sakit dan 7 (tujuh) UPT
Kesehatan, membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017
dengan realisasi kinerja Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:

Tabel.3.4

Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan
realisasi kinerja 3 Tahun terakhir

Indikator Realisasi % Peningkatan/penurunan
Kinerja Satuan oot T 2015 | 2016 | 2V Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7(6-5/5*100%)
Nilai SKM skor - 77,10 79,60 76,13 -0,043
Kota Bontang
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Sedangkan untuk melihat perbandingan antara realisasi kinerja

Tahun 2017 dengan realisasi kinerja 3 Tahun sebelumnya dapat
dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.3.1

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan
realisasi kinerja 3 Tahun sebelumnya

100

80 76,13

60

40 Realisasi

20

0
2014 2015 2016 2017

Setelah melaksanakan indikator kinerja yang termuat dalam
kegiatan survey kepuasan masyarakat maka realisasi kinerja untuk
pencapaian target jangka menegah dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel.3.5

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
(akumulasi) dengan target jangka menengah organisasi (target
akhir Renstra).

. . Target Akhir . Tingkat
Indikator Kinerja Satuan Renstra 2021 Realisasi 2017 kemajuan
1 2 3 4 5
Nilai SKM Kota Bontang skor 85,21 80,23 94,88
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Permasalahan yang dihadapi ;

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah Program dan

Kegiatan baru terakomodir dalam DPA Perubahan.
Solusi yang untuk mendukung indikator kinerja;

Adapun solusi yang disampaikan SKM harus tetap didukung
anggaran, agar sesuai dengan amanah UU No.25 Tahun 2009
tetnatng pelayanan publik bahwa setiap pelayanan wajib untuk
dilakukan evaluasi kinerja pelayanan dengan melakukan SKM

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan
Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dengan anggaran
Rp.92.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.854.200,- atau
99,30% sehinnga terjadi sisa anggaran sebesar Rp.645.800 atau 0.70
% dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel.3.6
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
Persentase Persentase Tingkat
Sasaran srategis Indikator Kinerja Capaian Capaian Efisiensi (3-
Kinerja Anggaran 4)
1 2 3 4 5
Menigkatnya kualitas Nilai SKM Kota
Pelayanan Publik Kota Bontang 94,88 99,30 -4.42
Sasaran Il : MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah” ini diukur
melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan
Nilai LPPD. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan melalui
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Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan.
Sedangkan, Indikator Nilai LPPD dilaksanakan melalui Program

Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

Indikator  Pertama  adalah  Nilai LPPD. Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) digunakan sebagai
instrument pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat.
Indikator Kinerja Nilai LPPD dilaksanakan melalui Program
Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
Perbandingan antara target dalam perjanjian kinerja dan realisasi
kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.7
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi P(érsen.tase
apaian
1 Nilai LPPD Nilai ST ST 100

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa nilai LPPD Tahun 2016
yang ditetapkan di tahun 2017 adalah ST (Sangat Tinggi). Kota
Bontang menempati peringkat 4 dengan Skor nilai 3,1842. Nilai LPPD
Tahun 2016 yang ditetapkan di Tahun 2017 tertuang dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
700/K.728/2017 Tentang Penetapan Status dan Peringkat Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se
Kalimantan Timur Tahun 2017 dan dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:
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Tabel.3.8
Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan
realisasi kinerja 3 Tahun terakhir

Indikator Realisasi % Peningkatan/penurunan
Kinerja Satuan o014 T 2015 [ 2016 | 2V Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7(6-5/5*100%)
Nilai LPPD Nilai 3.038 | 3,0829 | 3,0295 | 3,1842 0.0510

Untuk Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017
dengan realisasi kinerja 3 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Grafik.3.2
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan

realisasi kinerja 3 Tahun sebelumnya

4
3 3,038 3,0829 3,0295
2
e Realisasi
1
0
2014 2015 2016 2017

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel.3.9

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
(akumulasi) dengan target jangka menengah organisasi (target
akhir Renstra).

. . Target Akhir Realisasi Persentase
Indikator Kinerja Satuan Renstra s/d 2017 Capaian
1 2 3 4 5
Nilai LPPD Nilai ST ST 100

Jika dilihat pada grafik diatas skor LPPD pada tahun 2012
yang ditetapkan di Tahun 2014 dengan skor 3,038 (ST). Skor di
Tahun 2013 yang ditetapkan tahun 2015 mengalami peningkatan
kembali yaitu sebesar 3,0829 (ST) kemudian skor Tahun 2015 yang
ditetapkan di Tahun 2016 mengalami penurunan vyaitu sebesar
3,0295, dan skor tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar
3.1842. Oleh karena demi memaksimalkan penyusunan LPPD solusi
yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan koordinasi dengan
SKPD, melaksanakan workshop penyusunan LPPD, serta
melaksanakan Orientasi Lapangan Penyusunan LPPD.
Permasalahan yang di hadapi;

Lambat dan tidak validnya data yang diterima dari perangkat
daerah, selain itu penyampaian data masih dianggap formalitas

sehingga validitas data sering terabaikan.

Solusi untuk mendukung indikator kinerja;
Memaksimalkan koordinasi dengan perangkat daerah,
melaksanakan workshop penyusunan LPPD serta melaksanakan

orientasi lapangan penyusunan LPPD.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan

pencapaian kinerja adalah Program Peningkatan Pembinaaan dan
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Evaluasi Pelaksanaan dan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan anggaran
Rp.73.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.992.600,- atau
97,42% sehinnga terjadi efesiensi anggaran sebesar Rp.1.907.400
atau 2,58 % dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel.3.10
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
Persentase Persentase Tingkat
Sasaran srategis Indikator Kinerja Capaian Capaian Efisiensi (3-
Kinerja Anggaran 4)
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kinerja Nilai LPPD
Pemerintah Daerah 100 97,42 2,58

Dokumentasi Kegiatan
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Indikator Kedua adalah nilai akuntabilitas kinerja.
Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban bagi Instansi Pemerintah
dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan visi
dan misi Pemerintahan Daerah. Indikator Kineja Nilai Akuntabilitas
kinerja dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Pemerintahan.  Perbandingan antara target dalam
perjanjian kinerja dan realisasi kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel.3.11

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

No Indikator Kinerja Satuan | Target Realisasi Ptérsen_tase
apaian
1 Nilai Akuntabilitas Nilai B B 100

Nilai Akuntabilitas Kinerja dinilai berdasarkan 5 komponen nilai
yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,

Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Tabel.3.12

Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan
realisasi kinerja 3 Tahun terakhir

. Realisasi o .
Ir|1(q|kat.or Satuan 2017 % Pemr]rgI:latanzlg:;lurunan
Inerja 2014 | 2015 | 2016 ahun
1 2 3 4 5 6 7(6-5/5*100%)
Nilai Nilai 61,69 61,94 64,74 65,00 0.0040
Akuntabilitas
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Grafik.3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan realisasi
kinerja 3 Tahun sebelumnya
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Jika dilihat dari Grafik diatas nilai LKIP Kota Bontang yang
diperoleh Tahun 2014 s/d 2017 terus mengalami peningkatan.
Adapun keberhasilan sasaran ini yaitu memaksimalkan koordinasi
antar OPD selain itu juga dilakukan pendampingan Penyusunan LKIP
yang dilakukan oleh Propinsi. Akan tetapi dalam proses
penyusunannya tentu tidak luput dari kendala yang dihadapi yaitu
tingkat validitas data sering terabaikan karena belum optimalnya
koordinasi pada internal bagian bagian dalam OPD, serta masih
rendahnya komitmen OPD dalam penyampaian laporan kinerja
kegiatan oleh karena itu penting untuk memaksimalkan kontrol dan

koordinasi.
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel.3.13

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
(akumulasi) dengan target jangka menengah organisasi (target
akhir Renstra).

. . Target Akhir Realisasi s/d Persentase
Indikator Kinerja Satuan Renstra 2017 Capaian
1 2 3 4 5
Nilai Akuntabilitas Nilai BB B 86,66

Permasalahan yang dihadapi;

Masih belum optimalnya koordinasi internal pada perangkat
daerah serta masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam

penyampaian LKIP.
Solusi untuk mendukung indikator kinerja;

Bagian Organisasi menyusun format kertas kerja dan
penyusunan Tim LKIP  kota yang telah disosialisasikan pada
perangkat daerah lebih awal vyaitu agar memudahkan untuk
penyusunan LKIP Kota pada tahun 2018. Selain itu juga dilaksanakan
pendampinganoleh bagian pengembangan Kkinerja instansi biro

organisasi propinsi Kalimantan Timur.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Pemerintahan dan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Bontang, Untuk mendukung indikator kinerja Nilai
Akuntabilitas  Kinerja menetapkan anggaran sebesar Rp.
41.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.800.000,00 atau
99,51 %. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja yang
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telah dicapai menunjukkan efisiensi sebesar 0,49 %. Seperti yang

terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.3.14
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
Persentase Persentase Tingkat
Sasaran srategis Indikator Kinerja Capaian Capaian Efisiensi (3-
Kinerja Anggaran 4)
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Daerah Nilai Akuntabilitas 100 99,51 0,49

Dokumentasi Kegiatan
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Sasaran Il : MENINGKATNYA HARMONISASI PENATAAN
PRODUK HUKUM DAERAH

Sasaran “Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum
Daerah” ini diukur melalui satu indikator kinerja yaitu persentase
target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis,
dilaksanakan melalui satu program yaitu program penataan peraturan
perundang undangan.

Perbandingan antara target dalam perjanjian kinerja dan
realisasi kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.15
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

No Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi Pc(e:rsen.tase
apaian
1 Persentase Target Tersusunnya
Produk Hukum Daerah yang Persen 100 98,11 100
Harmonis

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa indikator persentase target
tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis capaiannya adalah
98,11%. Pada Tahun 2017, target dari Produk Hukum daerah adalah
sebesar 53 Produk Hukum sedangkan dari data yang diperoleh
terdapat 52 Produk Hukum yang ditetapkan pada Tahun 2017.
Capaian ini tentu tidak melampaui dari target yang telah diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017.
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Tabel.3.16

Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan

realisasi kinerja 3 Tahun terakhir

%

Realisasi Peninakatan
Indikator Kinerja Satuan 2017 enmguz :: penur
2014 2015 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7(6-5/5"100%)
Persentase Target
Tersusunnya Produk Persen | 49166 | 28333 | 416,67 | 98,11 -0,7645
Hukum Daerah yang
Harmonis

Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan

realisasi kinerja 3 Tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai

berikut;

Grafik.3.4

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan realisasi
kinerja 3 Tahun sebelumnya
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Jika dilihat dari grafik diatas bahwa realisasi dari tahun ke tahun

mengalami fluktuasi di Tahun 2014 naik menjadi 59 produk hukum

yang terdiri dari 50 Perwali dan 9 Perda yang ditetapkan. Di Tahun

2015 produk hukum mengalami penurunan menjadi 34 produk hukum

28



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

yang terdiri dari 24 Perwali dan 10 Perda yang ditetapkan, dan di
Tahun 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 50 Produk hukum
yang terdiri dari 40 Perwali dan 10 Perda dan di tahun 2017
mengalami kenaikan dari terdiri dari 37 Perwali dan 15 Perda yang
ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Tabel.3.17
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

(akumulasi) dengan targetjangka menengah organisasi (target
akhir Renstra).

. . Target Akhir | Realisasi s/d Persentase
Indikator Kinerja Satuan Renstra 2017 Capaian
1 2 3 4 5
Persentase Target
Tersusunnya Produk Hukum Persen 100 98,11 98,11
Daerah yang Harmonis

Permasalahan yang dihadapi;

Kendala yang dihadapi yaitu lamanya jadwal fasilitasi Propinsi
sehingga memperlambat proses penetapan dari Produk hukum yang
dihasilkan, apabila tidak dilakukan fasilitasi maka Produk Hukum
tersebut dapat dibatalkan.

Solusi untuk mendukung indikator kinerja;

Perlu untuk meningkatkan kuantitas kompetensi koordinasi
dengan Perangkat Daerah teknis pelaksanaannya selain itu perlu

adanya SDM yang kompeten untuk terus mengakses data produk
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hukum terbaru sesuai urutan perundang-undangan sebagai dasar

dalam pembuatan produk hukum daerah.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja adalah Program dan kegiatan tidak terakomodinir
di tahun anggaran 2017 di karenakan adanya Rasionalisasi anggaran

namun tidak mengurangi tingkat capaian kinerja.

Sasaran IV : MENINGKATNYA HARMONISASI KEBIJAKAN
PEREKONOMIAN DAERAH

Sasaran “Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan Perekonomian
Daerah” ini diukur melalui satu indikator kinerja Persentase kebijakan
perekonomian daerah yang adaptif sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan, dilaksanakan melalui satu program yaitu
program koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi.

Untuk itulah, revisi UU 33/2004 ini semakin penting dan
strategis untuk mencapai Indonesia kedepan yang lebih baik, terutama
yang berhubungan dengan desentralisasi fiscal dan hubungan
keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah semakin adil dan
balance.

Naskah akademik ini, dibuat dalam rangka membingkai agar
revisi UU 33/2004 tersebut dapat betul-betul objektif sesuai dengan
kaidah-kaidah akademik secara umum, objektif dan terukur serta

sistematis

Perbandingan antara target dalam perjanjian kinerja dan
realisasi kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel.3.18
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
No Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi Pt(a;rsen_t ase
apaian
1 Persentase Kebijakan Perekonomian
Daerah Yang Adaptif sesuai dengan Persen | 100 100 100
peraturan perundang-undangan

Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan

realisasi kinerja Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.19

Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan
realisasi kinerja 3 Tahun terakhir

%

Realisasi Peninakatan]
Indikator Kinerja Satuan 2017 enmguz :r:‘ penur
2014 2015 2016
Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7(6-5/5100%)

Persentase Kebijakan
Perekonomian Daerah
Yang Adaptif sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan

Persen

100

Undang-Undang 33/2004, yang mengatur hubungan keuangan

pemerintah pusat dan daerah, sampai saat ini telah berusia 11 tahun

sejak undang-undang itu diberlakukan, diyakini dengan kemajuan

demokrasi Indonesia sekarang ini serta kebutuhan akan pembiayaan

pembangunan propinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia semakin

meningkat dimana ketergantungan dengan APBN juga semakin

meningkat maka sudah selayaknya undang-undang ini di revisi.

Usulan revisi ini menyangkut dana perimbangan, dana bagi

hasil migas dan DAU dimaksudkan agar Indonesia kedepan menjadi

lebih baik dan lebih sejahtera dengan mengkedepankan Heterogenitas
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dan keberagamaan Indonesia.serta azas keadilan bagi seluruh

propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi
Kebijakan Eknomi dan Kegiatan Kajian Naskah Akademik Dana Bagi
Hasil Minyak, indikator

Untuk mendukung kinerja Persentase

Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Adaptif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan menetapkan anggaran sebesar Rp.
150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 147.653.000,00 atau
98,44 %. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja yang
telah dicapai menunjukkan efisiensi sebesar 1,56 %. Seperti yang

terlihat pada tabel dibawabh ini:

Tabel.3.20
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
Persentas | Persentase | Tingkat
Sasaran srategis Indikator Kinerja e Capaian Capaian Efisiensi
Kinerja Anggaran (3-4)
1 2 3 4 5
Meningkatnya Harmonisasi | Persentase Kebijakan
Kebijakan Perekonomian Perekonomian Daerah
Daerah Yang Adaptif sesuai 100 98,44 1,56
dengan peraturan
perundang-undangan
Sasaran V TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG
EFEKTIF DAN EFESIEN.
Sasaran “Terwujudnya Pelayanan Adnistrasi Pengadaan

Barang dan Jasa Yang Efektif dan Efesien” ini diukur melalui satu
indikator kinerja yaitu Persentase sanggahan terhadap jumlah
pengadaan barang dan jasa yang dilelang, dilaksanakan melalui satu

program yaitu program perencanaan pembangunan daerah.
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Perbandingan antara target dalam perjanjian kinerja dan

realisasi kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.21
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

No Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi P((e:rsen_tase
apaian
Persentase sanggahan terhadap jumlah
1 pengadaan barang dan jasa yang persen 100 6 7,7
dilelang

Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan

realisasi kinerja Tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.3.22
Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan
realisasi kinerja 3 Tahun terakhir

%

Realisasi Peninakatan]
Indikator Kinerja Satuan 2017 e“'"guz aar:l penur
2014 201 201
° s v Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7(6-5/5"100%)

Persentase sanggahan
terhadap jumlah Persen
pengadaan barang dan
jasa yang dilelang

Nilai Persentase sanggahan terhadap jumlah pengadaan
barang dan jasa yang dilelang Kota Bontang yang diperoleh Tahun
2017 mengalami peningkatan di tahun 2017 dikarenakan indikator
kinerja baru terdapat di tahun 2017. Adapun keberhasilan sasaran ini
yaitu  bila terdapat sedikit sanggahan berarti sasaran kinerja
meningkat.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel.3.23
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

(akumulasi) dengan targetjangka menengah organisasi (target
akhir Renstra).

. L Target Akhir Realisasi Persentase
Indikator Kinerja Satuan Renstra s/d 2017 Capaian
1 2 3 4 5
Persentase sanggahan terhada.p Persen 100 6 77
jumlah pengadaan barang dan jasa
yang dilelang

Permasalahan yang dihapai;
Kurang pahamnya penyedia barang dan jasa terhadap proses
pelelangan secara elektronik sehingga sanggahan tidak disampaikan

melalui sistem.

Solusi untuk mendukung indikator kinerja;

Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait proses pelelangan

secara elektronik untuk penyedia barang dan jasa.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja Program Program Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Kota
Bontang denagn menetapkan anggaran sebesar Rp.320.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 319.557.055,- atau 99,86%. Jika
dibandingkan dengan capaian indikator kinerja yang telah dicapai
menunjukkan efisiensi sebesar 0,14%. Seperti yang terlihat pada
tabel dibawah ini:
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Tabel.3.24
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Persentase | Persentas Tingkat

Sasaran srategis Indikator Kinerja Capaian e Capaian Efisiensi
Kinerja Anggaran (3-4)
1 2 3 4 5

Terwujudnya Pelayanan Persentase sanggahan
Administrasi Pengadaan terhadap jumlah
Barang dan Jasa pengadaan barang dan
jasa yang dilelang

100 99,86 0,14

Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017
Sekretariat Daerah menetapkan pagu anggaran Rp 103.262.769.488,00.
Dari pagu anggaran tersebut, realisasi keuangan sampai dengan 31
Desember 2017 sebesar Rp 79.494.525.276,00 atau 76,98%. Pagu
anggaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Pagu anggaran dan realisasi keuangan Sekretariat Daerah per program

dan kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.
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Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

Tabel.3.25

Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

No

Sasaran srategis

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Anggaran

Pagu

Realisasi

%

Keterangan

2

3

4

Menigkatnya kualitas
Pelayanan Publik Kota

Nilai SKM Kota
Bontang

Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik

Survey Kepuasan
Masyarakat

Rp. 92.500.000,-

Rp. 91.854.200,-

99,30

Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Daerah

Nilai LPPD

Program Peningkatan
Pembinaaan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan

Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah Kota
Bontang

Rp.41.000.000,-

Rp.40.800.000,-

99,51

Nilai Akuntabilitas

Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Pemerintahan

Koordinasi Penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Rp.73.900.000,-

Rp.71.992.600,-

97,42
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Meningkatnya Harmonisasi

Persentase Target

Kegiatan

Penataan Produk Hukum Tersusunnya tidak

Daerah Produk Hukum terakomodinir
Daerah yang di DPA
Harmonis

Meningkatnya Harmonisasi | Persentase Program Koordinasi

Kebijakan Perekonomian Kebijakan Perumusan dan

Daerah

Perekonomian
Daerah Yang

Implementasi Kebijakan
Eknomi

Adapiif sesuai Kegiatan Kajian 150.000.000,00 147.653.000,00 98,44
dengan peraturan | Naskah Akademik Dana
perundang- Bagi Hasil Minyak
undangan

Terwujudnya Pelayanan Persentase Program Perencanaan

Administrasi Pengadaan sanggahan Pembangunan Daerah

Barang dan Jasa terhadap jumlah Fasilitasi Unit Layanan _
pengadaan Pengadaan Kota Rp-320.000.000,- Rp.319.557.085, 99.86
barang dan jasa Bontang
yang dilelang
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2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Tabel.3.26

Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

No.

Program dan Kegiatan

Anggaran

Pagu

Realisai

%

Ket.

2

4

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Mahasiswa Bontang

797.520.000,00

780.700.000,00

97,89

Peningkatan Pendidikan dan
Pengembangan SDM melalui
Beasiswa

1.525.000.000,00

1.368.860.000,00

89,76

PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN

Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat
Kota

1.513.091.750,00

1.439.519.857,00

95,14

Perayaan HUT R

282.245.000,00

238.565.000,00

84,52

Perayaan Hari Ulang Tahun Kota
Bontang

153.500.000,00

107.964.380,00

70,34

Peningkatan Ketenangan dan
Ketertiban Umat Islam

960.000.000,00

960.000.000,00

100,00

Intensitas Komunikasi dan Ketertiban
Umat Beragama

2.194.200.000,00

2.058.000.000,00

93,79

PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL

Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat

20.515.000,00

20.515.000,00

100,00

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR DAN SISTEM
ADMINISTRASI PERTANAHAN

Pengadaan Lahan Bagi
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Publik

8.250.466.000,00

68.466.000,00

0,83

PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah

2.062.618.345,00

1.966.957.107,00

95,36

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

4.221.935.000,00

4.182.640.322,00

99,07

Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perizinan Kendaraan

158.000.000,00

139.815.700,00

88,49
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Dinas/Operasional
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 89,90
7.506.087.900,00 | 6.747.877.100,00
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 98,40
346.640.500,00 341.107.800,00
5 | Penyediaan Barang Cetakan dan 95,06
Penggandaan 330.000.000,00 313.696.900,00
6 | Penyediaan Makanan dan Minuman 86,21
4.518.560.000,00 | 3.895.540.270,00
7 | Rapat-Rapat Koordinasi dan 98,15
Konsultasi Ke Luar Daerah 3.369.666.000,00 | 3.307.473.519,00
8 | Penyediaan Jasa Tenaga 93,05
Administrasi/Teknis Perkantoran 2.097.090.777,00 | 1.951.440.777,00
9 | Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah 49,05
300.000.000,00 147.141.585,00
10 | Penyediaan Jasa Satpam Kantor 93,17
5.334.525.690,00 | 4.969.970.460,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1 | Pengadaan Mobil Jabatan 0,00
3.000.000.000,00 -
2 | Pengadaan Sewa Gedung Kantor 76,30
692.000.000,00 528.000.000,00
3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 65,50
Jabatan 2.643.924.950,00 | 1.731.824.000,00
4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 91,62
Kantor 2.641.524.500,00 | 2.420.119.331,00
5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 89,92
Jabatan 265.909.800,00 239.110.300,00
6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala 91,95
Kendaraan Dinas/Operasional 1.076.380.000,00 989.701.680,00
7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala 91,42
Perlengkapan Gedung Kantor 190.000.000,00 173.698.100,00
8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala 100,00
Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 113.299.670,00 113.299.670,00
9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala 64,23
Peralatan Gedung Kantor 1.695.000.000,00 | 1.088.750.781,00
10 | Pengadaan Sewa Peralatan dan 51,66
Perlengkapan Kantor 515.475.000,00 266.310.000,00
11 | Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana 80,60
Umum 547.000.000,00 440.899.700,00
12 | Pengadaan Gorden/Tirai Kantor 99,05
200.000.000,00 198.101.813,00
13 | Penyediaan Bahan Bakar dan 98,07
Pelumas Genset/Kendaraan 1.056.435.000,00 | 1.036.092.750,00
Dinas/Operasional/Jabatan
14 | Penyediaan Peralatan dan 81,97
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.831.971.500,00 | 1.501.600.800,00
KDH/WKDH
15 | Pengadaan Sarana dan Prasarana 26,67

Kantor

5.725.853.300,00

1.526.841.243,00

PROGRAM PENINGKATAN
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DISIPLIN APARATUR

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

100.000.000,00

83.710.000,00

83,71

Peningkatan Kinerja Aparatur

2.397.739.500,00

2.395.741.710,00

99,92

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan Pelayanan Informasi
Publik Melalui Media Radio

114.013.000,00

113.939.000,00

99,94

Penyebarluasan Pesan Layanan
Masyarakat

573.594.000,00

562.154.000,00

98,01

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

92.500.000,00

91.854.200,00

99,30

10

PROGRAM PENYEBARLUASAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Pelaksanaan Pameran
Pembangunan

51.000.000,00

50.674.000,00

99,36

11

PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOG!
INFORMASI

Pangadaan Studio Mini

1.000.000.000,00

989.367.500,00

98,94

12

PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan
Kota Bontang

320.000.000,00

319.557.055,00

99,86

13

PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-
Tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial
dan Kemasyarakatan

216.000.000,00

109.716.000,00

50,79

Rapat Koordinasi Unsur Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)

172.594.000,00

78.197.545,00

45,31

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.851.640.000,00

1.413.057.515,00

76,31

14

PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH

Fasilitasi Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Kota

66.000.000,00

39.900.000,00

60,45

15

PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Pelayanan dan Bantuan Hukum

2.105.730.000,00

311.418.750,00

62,28

Penyusunan Perubahan Peraturan
Walikota Bontang tentang Pemberian
Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

85.000.000,00

84.600.000,00

99,53

16

PROGRAM PENATAAN DAERAH
OTONOMI BARU

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

51,27
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Penyelenggaraan Daerah Otonom

200.000.000,00

102.532.000,00

Pemekaran/Pembentukan Kelurahan
dan Kecamatan

120.000.000,00

104.555.000,00

87,13

17

PROGRAM PENINGKATAN
PEMBINAAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

73.900.000,00

71.992.600,00

97,42

18

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja (ABK)

81.600.000,00

67.630.000,00

82,88

19

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR

Seleksi Calon Direktur Perusda AUJ
Kota Bontang

282.150.000,00

257.548.678,00

91,28

20

PROGRAM FASILITASI
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PEMERINTAH
DAERAH

Fasilitasi Pelayanan Mess Perwakilan
Pemerintah Kota Bontang di Jakarta

334.348.000,00

314.998.360,00

94,21

21

PROGRAM PENINGKATAN
PEMBINAAN PERANGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN

Penyelenggaraan Administrasi
Kecamatan

49.940.000,00

49.940.000,00

100,00

22

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KEHIDUPAN
BERAGAMA DAN PELAYANAN
SARANA PERIBADATAN

Pelaksanaan Safari Ramadhan

19.000.000,00

15.000.000,00

78,95

Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji
Kota Bontang

124.600.000,00

117.210.000,00

94,07

Peningkatan Iman Masyarakat
Melalui Dakwah

1.845.000.000,00

1.845.000.000,00

100,00

Pembinaan Iman Anak Sejak Usia
Dini

9.297.175.000,00

9.225.004.400,00

99,22

Pembinaan Umat Kristiani

1.596.600.000,00

1.590.600.000,00

99,62

Pelaksanaan Festival Anak Sholeh
Indonesia Tingkat Wilayah

107.818.200,00

107.818.200,00

100,00

Pembinaan Umat Hindu

142.800.000,00

140.400.000,00

98,32

Perayaan Paskah dan Natal Umat
Kristiani Kota Bontang

59.796.000,00

59.796.000,00

100,00

23

PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Bontang

41.000.000,00

40.800.000,00

99,51
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24

PROGRAM KOORDINASI

PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN EKONOMI

Kajian Naskah Akademik Dana Bagi

Hasil Migas

150.000.000,00

147.653.000,00

98,44

Jumlah

91.807.973.382,00

69.162.967.458,00

75,33

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran

Tabel.3.27

Realisasi 2017

No Uraian Anggaran 2017
Rp %
1 2 3 4 5
| BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 16.107.341.383,00 14.204.163.305,00 90,19
Belanja Barang 72.384.703.105,00 61.908.652.471,00 85,53
Jumlah Belanja Operasi 88.492.044.488,00 76.112.815.776,00 86,01
1 BELANJA MODAL
Belanja Tanah 7.977.355.000,00 - 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin 6.173.470.000,00 2.875.299.100,00 46,58
Belanja Gedung dan Bangunan 604.900.000,00 506.410.400,00 83,72
Belanja Aset Lainnya 15.000.000,00 - 0,00
Jumlah Belanja Modal 14.770.725.000,00 3.381.709.500,00 22,89
103.262.769.488,00 79.494.525.276,00
JUMLAH BELANJA (I +11) 76,98
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bontang
tahun 2017 merupakan wujud dari pertanggung jawaban perjanjian kinerja
Sekretariat Daerah tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun
sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang
system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permenpan RB nomor 53
tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata
cara review atas LKIP.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2017 telah
ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam ) indikator kinerja yang dilaksanakan

melalui 3 (tiga) program.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat
Daerah Kota Bontang tahun 2017 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan
pemerintahan yang berkinerja tinggi sekaligus menciptakan pemerintahan yang

baik, transparan dan akuntabel.
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